REPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAL KEMENTERIAN AGAMA

Menimbarg

Mengingat

PROVINS] EALIMANTAN BARAT
NOMOR LOSD TALIUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN [ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL BAITUL QURAN
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVING] KALIMANTAN BARAT,

a, bahwa dalam mangka pelaksanaan ket=ntuan Pasal 8 aya: ()

Peroturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2013 tentang
FPenyelerggarean Pendidikan Madrassh, perlu memberikan irin
operasional terhadap Raadhatul Athfal Swasta i lmglemgun
Kantor Wilmyrah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Darat;

. bahws dalam rangis meningkatkan aks=es pendidikan madrasab

varg bermumy, perlu memberikan kesempatan masyarakat melahsi

organisasi berbadan hulum untuk menyelenggarakan madrasah
sesual dengan standar nasional pendidiboan;

. bahwa Rawdhalyl Athfal yang tercanmum dalam  Lampiran

Eaputusan ind telah memenihi perayaraton edministratif, telmis,
dan kelayakan vang telah ditetapkan;

. bahwa berdasarkan pertimbaagnn sebagaimana dimalksud dalam

huruf a, b dan ¢ di 2tas, perlu menetapkan Keputussn Kepala
Eantor Wilayah Kementenan Agamsa Provingi EKalimastan Bara
tentang Pemberian lan Cperasicnal Pendirian Raudhatul Athlal
Baitu] Qur'an Kabupaltn Kayong Utara.

. Undang-Undang Nomor 20 Tahan 2003  tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Kepublik Indonesia
Momor 4301);

. Undang-Undang Nomor 14 Tehun 2005 tentang Gur dan Desen

[Lembaran Megara Repubiik ndenesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

J. Peraturan Pemenntah Momor 19 ‘Tabun 2005 tentang Standar

Mosional Pendidikan (Lembaren Negara Republiz Indonezia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indonsgia
MNomor 4405] scbagaimans telabh divbah deagan Peratuman
Pemerintah Nomos 32 Tahun 2013 euwang Perubuhan atus
Peraturan Pemerintah Noemor 19 Tahun 2005 tenotang Standar
Nasional Pendidilkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2013 Nomor 71, Tambahen Lembaran Wegara Republik Indonesla
Nomer 5410 ,

4. Pergturan...



10,

11.

12

- Peraturan Pemenntah Nomor 47 Tahun 2008 waiang Wailb

Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tobun 2008 Nomer 90, Tambahan Lembaran Negars Republik

- Peraturan Pemerinmall Nomor 48 Takun 2008 tentang Perdanaan

Pendidiken {Lembaran Negara Republii Indoresia Tahun 2008
Nomor 91, Tambsban Lewbaran Negara Repudlik Indonesis
Nomor 4864);

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

(Lembaran Negara Republik Indenesie Tehun 2008 Nomor 194,
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonssia Nomor 4941);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengeiolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negzra Republik
Indonesia Tabun 2000 Nemor 23, Tambahan Lembaran Kegara
Republik Indonesin Womor 3150 sebagaimans telah divbah
dengan Peraturan Femerintuh Nomor 86 Tahun 2010 EEnthng
Ferubahan Ams Peraturan Pemerintsh Nomer 17 Tohua 2010
tentang Pengelolasn dan Penyelenggaraan Pendidikon (iemaorar
Negara Republik [ndonesia Takun 2010 Nomor 112, Tambahar
Lemuran Negura Republik Indoncsia Nomor 8157),;

- Peraturan Meateri Pendidikon Napional Nomor 24 Tahun 2007

Standas Sarans dun Prasarana Untuk Sekoleh Dasar/Madrasal
-bridatvah, Sekolah Menengah Pertami/Madrassh Tsanawiyah,
dan Sekolah Menengeh Atas/Mad-asal Alivah;

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasiona! Nomor 15 Tahun 2010

tefitang  Stémder  Pelavaran  Mbumal  Pendidikan  dl
Kabupaten/Eote sebagaimana relah diubab menjadi Peraturan
Merteri Pendidikar dan Kebudayaan Momer 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peratiran Menteri Pendicilkan Nasional
Nomor 15 Tehun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendldikan di Kabupaten/ Kota;

Peratuian Menleri Agama Nomeor 2 Tehun 2012 tentang Fengawas
Macranah dan Pengawns Pendidilan Agama lslam pads Sekolah
(Berita Negara Republik Indunesia Tahun 2012 Nomor 206)
sebagaimana telah diubah dengan Pespturan Menteri Agama
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Ferubshan Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2012 entang Pengawas Madrasah dan
Fengawas Pendidikan Agama Ts‘mn pada Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tuhun 2013 Nemor 684);

Pezeturan Menieri Agema Nomor 13 Tehun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Keria Instansi Vertikal Kemenierian Agama
[Derita Negara Republilk Indonesia Tahun 2012 Nomsr BS1);

Persturan Menteri Agama Nomer 90 Tahun 2013 tentang
Penvelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negars Repubic
Indonzaia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana mwish diohak
dengan Peraturan Menterd Agama Nomor 60 Tahun 2015 meemaeg
Pertibahan Atos Peraturan Menteri Agama Nomor S0 Tabos 2008
tentang Penvelenggarman Pendidikan Madresah [Serss
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomog 17335,




Menethphkan
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MEMUTUSKAN :

HEPUTUBAN EEPALA HANTOR WILAYAH HEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI EALIMANTAN BARAT TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL
ATHFAL BAITUL QUR'AN KARUPATEN KAYONG UTARA.

Memberikan izin operasional pendiuian madrasah kepada
Ratwlhemul Arhfal sebsgrimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ind

Selelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatil Athfal yang
bersangkutan wajib:

&, Menvampailean laporan perkembangar Ravdhaml Athfal
kepada Kepala Kanter Kementerian Agama yang memuat
paling sedikit perkembangan jumlsh peserta  didik,
pelaksanaan kurikulum, peleksanaan pemeruhan standar
surann prasarana, dan pelaksassan péemenuhan standar
pendidik dan tenaga kependidikan; danfatan

b. Mengrjukan pendaftaran visitasi akeeditasi  Paod /RA
kepada BAP Paud dan PNF sesual ketentuan peratiran
perundang-vhdangan.

Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebageimans
dimaksud delun Dikium TEDUA huruf & dinidal memenahi
standar pelayanan minimal senyelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil alkreditasi scbagaimana dimas<sud Diktum
KEDUA huruf b mendapat peringlat minimal C, maka izin
nperasional sebagaimans dimakauc dalem Dikium KESATU
tetap Derfabo.

Dalam bhal perxembangan Kandhatul Athisl sebagsimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dindilai memenughi
standar pelayansn minimal penyelenggaraar  pendidikan
dan/atgnr hasil akreditasi sebagnimana dimaksud Dilkthum
KEDUA hurul b tidak merdapat peringbar minimal C, maka
lzin operagionz]l sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dicabut.

Keputusan ini muilal berlekn pada tanggal ditztaplan.

Ditetapkan di Fontanalk
;Pq,da 1anggal 30 April 2020
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMERTERIAN AGAMA

PROVINGI KALIMANTAN DARAT
NOMOCR 1050 TAHUN 2020
TENTANG

FEMBERIAN [ZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL BAITUL QURAN

KABUPATEN ZAYONG UTARA

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN LZIN OPERASIONAL

1 |MName Madrzsah

RA. BAITUL QUR'AN

2 |Momor Siatistik Madrasah

1012611 10006

& jAlamaet Madrassh

<. Tanjangpum, Basun Tan ung Belimbing,
Sukadans

Desa | Xelurahan Pangkalan Buton
Kecamaten Sukadans

Kahtupaten Kayang Utara

Provinai Kalimantan Barat

4 |Namsa Organisasi Penyvelenggara

OESMAN AL KHAIR

Akte Notaris Orgenisosi
Penvelenggnsa

Ne. 9.- Yulina Asmara Dewl, SH Tanggal 24
Aguetias 20813

6 |Pengesahan Axte Notaris
O:zganisasi Penyelenggara

AHU-0011632.AH, Tanggal 1 April 2018

EEALA KANTOR WILAYAIL
SNMENTERIAN AGAMA
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